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RANCANGAN 

PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG 
NOMOR  ...  TAHUN 2026 

 

TENTANG  

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  

DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2025 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR LAMPUNG, 
 

Menimbang : a.  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah berupa laporan keuangan yang telah diperiksa 

oleh Badan Pemeriksa Keuangan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan 

Daerah Provinsi Lampung tentang Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung 

dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 

tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2688); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi 

dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 
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4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan 

Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 

130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3988); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun  2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun  2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana yang 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor143, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

12. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6757);    
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 

171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5340); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun  2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4574); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun  2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4585); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4593); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 

Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada 
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4693); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun  2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 
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23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

24. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 33); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

26. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 

tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi 
Lampung Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah 

Provinsi Lampung Nomor 315); 

27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2024 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi 

Lampung Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2025 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah 

Provinsi Lampung Tahun 2025 Nomor 4 Tambahan Lembaran 

Daerah Provinsi Lampung Nomor 159); 

28. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran 
Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 491) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 
(Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 12, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 521); 

29. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2021 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Daerah Provinsi Lampung Nomor 514); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG 

dan 

GUBERNUR LAMPUNG 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan    : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2025. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 

1. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah 
dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang 

dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan 
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yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak 

dan kewajiban Daerah tersebut. 

2. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan 
yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan 

pengawasan Keuangan Daerah. 

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disingkat APBD adalah APBD Provinsi Lampung. 

4. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah. 

5. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas 

Daerah. 

6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui 

sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode 

tahun anggaran berkenaan. 

7. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam 

APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan 
kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah 

dalam  rangka pelaksanaan desentralisasi. 

8. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam 

APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu 
mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang 

merupakan urusan Daerah. 

9. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah 
dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang 

dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka 

persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan 

kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 

10. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah 

dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang 
dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan 

keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah 

dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. 

11. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah 
dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang 

dialokasikan kepada Daerah tertentu  dengan tujuan untuk 

membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan 

Urusan Pemerintahan  yang menjadi kewenangan Daerah. 

12. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah 

yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam 

periode tahun anggaran berkenaan. 

13. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar 

kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, 
baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-

tahun anggaran berikutnya. 

14. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang 

mengakibatkan Daerah  menerima sejumlah uang  atau 
menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain 

sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk 

membayar kembali. 
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15. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah 

uang  yang  wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau 

kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan 
uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, 

perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah. 

16. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk 

mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana 
Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun 

anggaran. 

17. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa 
dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas atau  

nilai kekayaan  bersih  yang dapat berupa pengeluaran atau 

konsumsi asset atau timbulnya kewajiban. 

18. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut 

SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan 

pengeluaran anggaran  selama 1 (satu) periode anggaran. 

19. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar 

kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah 

Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat 

perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang 

sah. 

20. Peraturan Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Perda 
atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi 

Lampung. 

21. Peraturan Gubernur yang selanjutnya disebut Pergub adalah 

Peraturan Gubernur Lampung. 

22. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahaan 

yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya 
dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara 

Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, 

memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat. 

23. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 

DPRD adalah DPRD Provinsi Lampung 

Pasal 2 

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat: 

a. Laporan Realisasi Anggaran; 

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 

c. Neraca; 

d. Laporan Operasional; 

e. Laporan Perubahan Ekuitas;  

f. Laporan Arus Kas; dan 

g. Catatan atas laporan keuangan. 

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan 

keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah. 
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Pasal 3 

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

1 ayat (1) huruf a Tahun 2025 sebagai berikut: 

a. Pendapatan Rp. 6.713.662.778.909,25 

b. Belanja dan Transfer Rp. 6.685.281.948.466,80 
   Surplus Rp. 28.380.830.442,45 

c. Pembiayaan   

Penerimaan Pembiayaan Rp. 69.897.281.620,32 
Pengeluaran Pembiayaan Rp. 0,00 

   Pembiayaan Netto Rp. 98.278.112.062,77 

Pasal 4 

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 sebagai berikut: 

1. Selisih anggaran pendapatan dengan realisasi sejumlah 

Rp1.029.484.220.840,75 dengan rincian sebagai berikut: 

a. Anggaran pendapatan Rp. 7.743.146.999.750,00 

b. Realisasi Rp. 6.713.662.778.909,25 

Selisih lebih/kurang Rp. 1.029.484.220.840,75 

  
2. Selisih anggaran belanja dan transfer dengan realisasi 

sejumlah Rp75.014.5.559.596,05 dengan rincian sebagai 

berikut: 

a. Anggaran belanja dan 

Transfer 

Rp. 6.613.684.862.485,85 

b. Realisasi Rp. 5.863.539.302.889,80 

 Selisih lebih/kurang Rp. 750.145.559.596,05 
 

3. Selisih anggaran surplus dengan realisasi sejumlah 

(Rp98.278.112.062,77) dengan rincian sebagai berikut: 

a. Anggaran surplus Rp. (69.897.281.620,32) 

b. Realisasi Rp.     28.380.830.442,45 

Selisih lebih/kurang Rp. (98.278.112.062,77) 
 

4. Selisih anggaran penerimaan pembiayaan dengan realisasi 
sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut: 

a. Anggaran penerimaan 

pembiayaan 

Rp. 69.897.281.620,32 

b. Realisasi Rp. 69.897.281.620,32 

     Selisih lebih/kurang Rp. 0,00 

 
5. Selisih anggaran pengeluaran pembiayaan dengan realisasi 

sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut: 

a. Anggaran pengeluaran 

pembiayaan 

Rp. 0,00 

b. Realisasi Rp. 0,00 

     Selisih lebih/kurang Rp. 0,00 

 
6. Selisih anggaran pembiayaan netto dengan realisasi 

sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut: 

a. Anggaran pembiayaan 

netto 

Rp. 69.897.281.620,32 
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b. Realisasi Rp. 69.897.281.620,32 

Selisih lebih/kurang Rp. 0,00 

Pasal 5+- 

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c 

per 31 Desember Tahun 2025 sebagai berikut: 

a. Jumlah Aset Rp. 13.798.467.347.953,54 

b. Jumlah Kewajiban Rp. 2.014.402.352.810,15 
c. Jumlah Ekuitas Rp. 11.784.064.995.143,39 

   

 

Pasal 6 

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) 

huruf f untuk tahun berakhir sampai dengan 31 Desember 

Tahun 2025 sebagai berikut: 

a. Saldo kas awal                                 
per 1 Januari 2025 

Rp. 69.897.281.620,32 

b. Arus kas bersih dari aktivitas 

operasi 

Rp. 1.141.056.371.666,17 

c. Arus kas bersih dari aktivitas 

investasi 

Rp. (1.112.675.541.223,72) 

d. Arus kas dari aktivitas 
pembiayaan 

Rp. 0,00 

e. Arus kas dari aktivitas 

Transitoris/non-anggaran 

Rp. 197.090.099,00 

f. Saldo kas akhir per                               

31 Desember 2025 

Rp. 98.475.202.161,77 

   

Pasal 7 

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 ayat (1) huruf d Tahun Anggaran 2025 memuat 

informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos 

laporan keuangan. 
 

Pasal 8 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini merupakan 

bagian yang terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini yang 

terdiri dari: 

a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 

terdiri atas; 

 Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan  

pemerintahan daerah dan organisasi; 
 Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasikan 

menurut kelompok dan jenis 

pendapatan, belanja, dan pembiayaan; 
 Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan 

pemerintahan daerah, organisasi, 

program, kegiatan, sub kegiatan, 
kelompok, dan jenis pendapatan, 

belanja dan pembiayaan; 
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 Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut 

urusan pemerintahan daerah, 

organisasi, program, kegiatan dan sub 
kegiatan;  

b. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran 

lebih 

c. Lampiran III : Laporan operasional 
d. Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas 

e. Lampiran V : Neraca 

f. Lampiran VI : Laporan arus kas 
g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan 

h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah 

i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang 
tidak tertagih 

j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan 

penyisihan dana bergulir 
k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) 

pemerintah daerah 

l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi 

penambahan dan pengurangan aset 
tetap daerah 

m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap  

n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam 
pengerjaan 

o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya 

p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah 
q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek 

r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang 

s. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum 
diselesaikan sampai akhir tahun 

anggaran 2025 dan dianggarkan 

kembali dalam tahun anggaran 

berikutnya 
t. Lampiran XX : Ikthisar laporan keuangan badan 

usaha milik daerah/perusahaan daerah 

terdiri atas : 
 Lampiran XX.1 : Ikthisar laporan keuangan (neraca) 

badan usaha milik daerah/perusahaan 

daerah  
Lampiran XX.2 : Ikthisar laporan keuangan (laporan 

laba/rugi) badan usaha milik 

daerah/perusahaan daerah  
 

 

Pasal 9 

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai rincian lebih 

lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun  
Anggaran 2025. 

 

Pasal 10 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung. 

 

 

Ditetapkan di Bandar Lampung 

pada tanggal                    2026
    

    GUBERNUR LAMPUNG, 

 

 

RAHMAT MIRZANI DJAUSAL  

Diundangkan di Bandar Lampung 
pada tanggal                            2026 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG, 

 

 

MARINDO KURNIAWAN 
 

 

 
 

LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2026 NOMOR ............ 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG (…-…/2026) 
 


